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BUPATI KAPUAS 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
NOMOR 1 TAHUN 2022 

  
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
PERANGKAT DAERAH  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KAPUAS,  
 

Menimbang : a. bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Kapuas telah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten 
Kapuas; 

b. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan 

Perundang-Undangan dan beban kerja perangkat daerah 
Kabupaten Kapuas dan sebagai upaya mendukung 

peningkatan kinerja Aparatur Pemerintah Daerah pada 
Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas sebagaimana 
dimaksud huruf a, maka perlu dilakukan penyesuaian 

terhadap Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Kapuas; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kabupaten Kapuas; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

SALINAN 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135060/perpu-no-1-tahun-2020
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Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6485); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 157); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi 
Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 
33); 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS 

dan 

BUPATI KAPUAS 

 
MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG 

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. 

 
 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2016 Nomor 33) diubah sebagai 
berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

 

 Pasal 2 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan 

sebagai berikut : 

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; 

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B; 

c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A; 

d. Dinas Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari :  

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 
bidang Pendidikan; 

2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Kesehatan; 

3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan 

Permukiman, dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, bidang 
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan bidang Pertanahan; 

4. Satuan Polisi Pomong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan 

Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran; 
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5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Sosial; 

6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian 

Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A  menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana; 

7. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Kelautan dan 
Perikanan; 

8. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Pertanian, bidang Perkebunan, bidang Peternakan dan bidang 
Penyuluhan Pertanian; 

9. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan 
urusan pemerintahan bidang Transmigrasi dan bidang Tenaga Kerja; 

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil; 

11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan 
pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan; 

12. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan bidang 
Kehutanan; 

13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan 

urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

14. Dinas  Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata, bidang 
Kebudayaan, bidang Pemuda dan Olahraga; 

15. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan 

bidang Perhubungan; 

16. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil 

Menengah  Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang 
Perdagangan, bidang Perindustrian dan bidang Koperasi, Usaha Kecil 
dan Menengah; 

17. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan 
Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik; 

18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B 
menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 

e. Badan Daerah Kabupaten Kapuas, terdiri dari:  

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 

Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan, dan 
fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; 

2. Badan Kepegawaian, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe 

B melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian, Pendidikan, dan 
Pelatihan; 

3. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi 
penunjang Keuangan; 
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4. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang 
Keuangan; 

5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A yang melaksanakan 

urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. 
 

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut: 

 
 Pasal 8 

(1) Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana 

teknis dinas Daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, 
terdapat rumah. sakit Daerah kabupaten sebagai unit organisasi bersifat 

khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi 
bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional. 

(2) Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten 

Kapuas yang ada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sesuai 
ketentuan Peraturan perundang-undangan. 

(3) Ketentuan mengenai Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, 
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit 
Umum Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Kapuas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Bupati. 

 

3. Pasal 12 dihapus. 
 

4. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 
 

 Pasal 17 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka: 

a. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 3 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatern Kapuas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 4). 

b. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 5). 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 14). 

c. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten 
Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 6) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Kapuas Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kapuas (Lembaran 
Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2012 Nomor 2). 
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d. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
2008 Nomor 7)  sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja  Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 

Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 
2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas 
Tahun 2013 Nomor 15). 

e. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten 

Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2008 Nomor 8). 

f. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps 

Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah 
Kabupaten Kapuas Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 21). 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah 

wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan 
Daerah ini. 

 

5. Di antara ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 
17A dan Pasal 17B, yang berbunyi sebagai berikut : 

 

 Pasal 17A 

(1) Semua Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas tetap berlaku sampai 

dengan ditetapkannya Peraturan Bupati yang baru. 

(2) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibuat paling 
lambat 1 (satu) tahun  setelah Peraturan Daerah ini diundangkan. 

(3) Pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan 
dilantiknya Pejabat yang baru. 

 

Pasal 17B 

(1) Tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik 

Indonesia Kabupaten Kapuas dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. 

(2) Seluruh aset yang sebelumnya berada pada Sekretariat Dewan Pengurus 
Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas masih merupakan 
milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas dan Pengelolaannya menjadi 

tanggungjawab dan wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan 
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas. 

(3) Penempatan pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Dewan 

Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kapuas diatur 
sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

 

6. Pasal 18 dihapus 
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Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. 

 

 Ditetapkan  di Kuala Kapuas  
 pada tanggal 3 Januari 2022 
  

       BUPATI KAPUAS, 
  
   ttd 

  

 BEN BRAHIM S. BAHAT 

  
Diundangkan di Kuala Kapuas   
pada tanggal 3 Januari 2022  

  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, 

 
                    ttd             
  

 SEPTEDY  
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2022 NOMOR 1  
 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN 

TENGAH : 10, 99/2021 
 

 



 

PENJELASAN 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS 
 

NOMOR 1 TAHUN 2022 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS  

NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN 
PERANGKAT DAERAH  

 
 
I. PENJELASAN UMUM 

 
Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 
tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten Kapuas telah menetapkan 
Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas. 

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat, bahwa Evaluasi 

Perangkat Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah pemerintah daerah 
melakukan penataan kelembagan perangkat daerah, baik berupa 

pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan 
jumlah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah.  

Evaluasi kelembagaan perangkat daerah sangat penting dilakukan 

karena beban kerja bisa berubah secara dinamis, dengan Visi, misi dan 
strategi kepala daerah yang baru terdapat beberapa data indikator yang 

masih memerlukan validitas. Dengan evaluasi juga dapat diketahui dengan 
pasti efisiensi struktur perangkat daerah dan tingkat kematangan perangkat 
daerah dalam melaksanakan proses bisnis yang menjadi tugas dan fungsinya 

sehingga susunan organisasi di Pemerintah Kabupaten Kapuas menjadi 
proporsional, tepat fungsi, tepat ukuran yang disusun sesuai prinsip 
organisasi yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Guna optimalisasi pelaksanaan tugas dan penyesuaian dengan 

peraturan yang baru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian 
Penataan Perangkat Daerah, maka Kabupaten Kapuas sebagai salah satu 

daerah otonom dengan karakterstik kabupaten perlu melakukan kajian 
secara khusus menyangkut organisasi perangkat daerahnya. Hal ini sebagai 
bagian dari penataan kelembagaan pemerintah yang mengarah pada model 

rightsizing (tepat fungsi dan ukuran), yaitu upaya penyederhanaan birokrasi 
pemerintah yang proposional dan transparan sesuai kebutuhan. Upaya 

tersebut diharapkan menghasilkan organisasi perangkat daerah yang tidak 
terlalu besar namun efektif dalam pelaksanaan fungsi pokoknya sesuai 
dengan semangat pembaharuan fungsi-fungsi pemerintah (reinventing 
government) dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan 
daerah yang baik (good local government). Dengan organisasi yang tepat 

bentuk, tepat fungsi, dan tepat ukuran sesuai karakterstik dan kebutuhan 
kota sebagai daerah otonom, maka pelayanan publik diharapkan dapat 

dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga Kabupaten Kapuas memiliki 
daya saing dibandingkan kabupaten-kabupaten lain di Indonesia. 
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II.  PASAL DEMI PASAL 

Pasal I 

Angka 1  

  Pasal 2  

   Cukup Jelas. 

Angka 2  

  Pasal 8  

   Cukup Jelas. 

Angka 3  

  Pasal 12  

   Cukup Jelas. 

Angka 4  

  Pasal 17  

   Cukup Jelas. 

Angka 5 

  Pasal 17A  

   Cukup Jelas. 

  Pasal 17B  

   Cukup Jelas. 

Angka 6   

  Pasal 18  

   Cukup Jelas. 

Pasal II 

Cukup Jelas. 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR 73 


